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KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

KEGIATAN PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TERHADAP

Menimbang

PELAKSANAAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a. bahwa  dalam  rangka meningkatkan kualitas fungsi

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap pelaksanaan
peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain
yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang diatur dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1
Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota, dipandang perlu
melakukan kegiatan pertemuan tatap muka antara Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta dengan para pemangku kepentingan yang berada di
wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

bahwa terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu mengalokasikan anggaran Kegiatan
Peningkatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Terhadap
Pelaksanaan Produk Hukum Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta tentang Kegiatan Peningkatan Fungsi
Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Terhadap Pelaksanaan
Produk Hukum Daerah.



Mengingat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286});

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti
Undang-Undang Nemor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6850);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggant
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pererintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratil Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomeor 2017, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 0,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018  Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6197);



Menctapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambshan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta  Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus [bukota Jakarta
Nomor 2037);

9. Peraturan Dewan Perwakilan Ralkyat Daerah Provinsi DKI
Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG KEGIATAN
PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TERHADAP PELAKSANAAN PRODUK HUKUM
DAERAH.

Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Fungsi Pengawasan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukotz
Jakarta terhadap pelaksanaan Produk Hukum Daerah, meliputi:

a. pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau
Peraturan Gubernur; dan

b. pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah mengena
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Biaya vang diperlukan untuk pelaksanaan Kegiatan Peningkatan
Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Terhadap Pelaksanaan Produk
Hukum Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Komponen belanja Kegiatan Peningkatan Fungsi Pengawasan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dacrah Khusus
Ibukota Jakarta Terhadap Pelaksanaan Produk Hukum Daerah
meliputi:

henor narasumber dan honor moderator;

belanja alat tulis kantor;

belanja konsumsi {(makan minumy};

belanja sewa meja, kursi, dan tenda/Gedung/tempat;
belanja sewa sound system;

belanja bahan cetak (foto copy, map dan jilid);

uang transportasi staf pendamping; dan

uang transportasi bagi peserta.
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KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Tembusan:

Pemberian komponen uang transportasi peserta sebagaimana
Diktum Ketiga huruf h diberikan kepada pihak lain/pemangku
kepentingan selain ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang di
hadiri paling banyak 150 orang peserta dengan biaya transportasi
sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu
rupiah)/orang/kegiatan dalam rangka menghadiri
rapat/seminar/lokakarya/pertemuan kegiatan Peningkatan
Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Terhadap Pelaksanaan Produk
Hukum Daerah.

Seluruh dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
Peningkatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Terhadar
Pelaksanaan Produk Hukum Daerah dibuktikan dengan bukt:
pelaksanaan kegiatan dan bukti biaya pengeluaran riil.

Petunjuk teknis pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Fungsi
Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Terhadap Pelaksanaan Produk Hukum
Daerah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi
DKI Jakarta.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 22 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA

1. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta



